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        23 Juni 2022 

 
 
Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan 

Di    Makassar 

 

        Dengan ini kami sampaikan Laporan Realisasi Capaian Kinerja  Triwulan II 

Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan pada Aplikasi E-Sakip, 

dengan pokok-pokok bahasan sebagai berikut: 

A. Umum 

1. Dasar Pelaksanaan 

Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor ST-

943/PW21/6/2022 tanggal 20 Juni 2022, hal kegiatan pelaksanaan Pelaporan 

Realisasi Capaian Kinerja (outcome) melalui Aplikasi E-SAKIP Triwulan II 

Tahun 2022 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan.. 

2. Waktu Penugasan 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 17 s.d. 23 

Juni 2022. 

3. Maksud dan Tujuan 

Penugasan ini bertujuan untuk melakukan pelaporan data terkait Realisasi 

Capaian Kinerja (outcome) melalui Aplikasi E-SAKIP Triwulan II Tahun 2022 

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan ini adalah penginputan data realisasi capaian kinerja 

(outcome dan output) Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. 

Triwulan II Tahun 2022 pada aplikasi E-Sakip. 

 

 



 

 

 

B. Hasil Kegiatan 

Tim telah melakukan penginputan data realisasi capaian kinerja Perwakilan 

BPKP Provinsi Sulawesi Selatan s.d. Triwulan II Tahun 2022 pada aplikasi E-

Sakip, Hasil inputan data  yang diinput pada aplikasi dapat dilihat pada lampiran 

laporan.  

C. Hambatan dan Kendala 

Hambatan dalam penugasan ini, adalah lambatnya data realisasi capaian kinerja 

yang disetorkan oleh masing-masing bidang dan inputing data output laporan 

pada aplikasi SIMA terlambat. 

D. Simpulan dan Saran 

1. Simpulan 

Berdasarkan penginputan data realisasi kinerja Perwakilan BPKP Provinsi 

Sulawesi Selatan Triwulan II Tahun 2022 pada aplikasi E-Sakip dapat 

memberikan gambaran mengenai realisasi capaian kinerja baik outcome dan 

output triwulan II Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya 

dikompilasi menjadi output BPKP. 

2. Saran 

Disarankan kepada tim pengembang aplikasi E-Sakip untuk melakukan update 

indikator outcome dan output pada aplikasi, serta melakukan koordinasi 

seluruh pihak terkait dengan capaian target yang ditetapkan. 

 

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih. 

 

Koordinator Pengawasan P3A, 

 

Ditandatangani secara elektronik oleh: 

 

Raden Kemal Ramdan 

 

 

 



Satuan Jumlah 

3 4

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah

1 Rupiah

(Juta)

              758,00 0 0,00%

2 Rupiah

(Juta)

           1.673,50 0 0,00%

3 Rupiah

(Juta)

       154.035,50 598.601,11             388,61%

4 Rupiah

(Juta)

         49.715,00                   1.683,00 3,39%

1 Proyek Strategis 

Nasional

1,00 1 100,00%

2 Persen 85,00 0 0,00%

1 BUMN 0,00 1 #DIV/0!

2 BUMD 10,00 0 0,00%

3 BLUD 4,00 0 0,00%

4 BUMDes 55,00 0 0,00%

1 Persen 100,00 100 100,00%

2 Persen 80,00 80 100,00%

3 Pemda 1,00 1 100,00%

1 Provinsi 1,00 0 0,00%

2 Kab/Kota 15,00 12 80,00%

3 Provinsi 1,00 1 100,00%

4 Kab/Kota 20,00 15 75,00%

5 Provinsi 0,00 0 #DIV/0!

6 Kab/Kota 3,00 1 33,33%

Realisasi sd. 

Triwulan II
Capaian Keterangan

5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Jumlah APIP Kab/Kota dengan Kapabilitas APIP ≥ Level 3

Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Jumlah Kab/Kota dengan Maturitas SPIP ≥ Level 3

Jumlah Provinsi dengan MRI ≥ Level 3

Jumlah Kab/Kota dengan MRI ≥ Level 3

4 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Efektivitas Pengendalian Korupsi 

Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ditindaklanjuti 

Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ 

ditindaklanjuti 

Jumlah Pemda menindak lanjuti Area Of Improvement dari hasil 

pengukuran EPK

3 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Akuntabilitas Badan Usaha

Jumlah BUMN dengan pengelolaan korporasinya baik

Jumlah BUMD dengan kinerja sehat

Jumlah BLUD dengan kinerja sehat

Jumlah BUMDes yang mampu menyusun laporan

2 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Akuntabilitas Pembangunan Nasional

Jumlah Proyek Strategis Nasional yang tercapai sesuai target

Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan

1 Nilai optimalisasi penerimaan negara/daerah yang terealisasi 

Potensi penerimaan negara/daerah yang dioptimalisasi  

Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah

Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah 

1 2

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA
TARGET



Satuan Jumlah 
Realisasi sd. 

Triwulan II
Capaian KeteranganSASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

7 Persen               100,00 20 20,00%

8 APIP 8,00 2 25,00%

9 Persen 8,00 0 0,00%

10 Desa 111,00 0 0,00%

11 BUMN 1,00 0 0,00%

12 BLUD 6,00 0 0,00%

6 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja 1 Skor Skala 100 77,00 0 0,00%

2 Skor Skala 100 95,00 88,91 93,59%

3 Persen 100,00 100 100,00%

4 Nilai 80,00 0 0,00%

5 Skor Skala 100 82,00 0 0,00%

6 Persen 100,00 50 50,00%

7 Persen 65,00 0 0,00%

8 Indeks Skala 100 76,00 0 0,00%

Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit kerja)

Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)

Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja 

Mandiri)

Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

Nilai SAKIP Unit Kerja

Persentase penyelesaian RTP (MRI Unit kerja)

Jumlah BLUD dengan MRI ≥ Level 3

Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja

Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)

 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes

Persentase jumlah pemda yang akuntabel dalam pengelolaan keuangan dan 

kinerja daerah

Jumlah desa yang menerapkan pengelolaan aset desa secara memadai

Jumlah BUMN dengan MRI ≥ Level 3

5 Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas 

Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU

Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban 

Keuangan Desa


